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ABSTRAK 

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SANKSI 

PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI NASABAH YANG 

BERMASALAH 

(Studi Kasus Di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban 

Lampung Timur)  

 

Oleh : 

ALVIANI FRANSISKAWATI 

 

Dalam perkembangan pengelolaan pembiayaan tidak selamanya 

berjalan dengan lancar hal ini dapat diketahui berdasarkan adanya 

keterlambatan pengembalian pinjaman oleh sebagian anggota pembiyaan 

yang menimbulkan wanprestasi/pembiayaan bermasalah. Pembiayaan 

bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar, dimana debiturnya tidak 

memenuhi persyaratan yang tidak menepati jadwal angsuran, dan 

pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satuan waktu 

tertentu. Pertanyaan dari penelitian ini adalah tinjauan hukum ekonomi 

syariah terhadap sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang 

bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung 

Timur?  

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian 

sanksi terhadap pembiayaan murabahah bermasalah perspektif hukum 

ekonomi syariah. Secara teoretis manfaat dari penelitian ini diharapkan 

dapat menambah khazanah keilmuan di bidang muamalah mengenai 

pemberian sanksi bagi nasabah yang bermasalah berdasarkan Hukum 

Ekonomi Syariah. 

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode 

wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara yaitu percakapan yang 

dilakukan kepada pihak yang bersangkutan yaitu nasabah yang bermasalah 



dan petugas BMT El-Hidayah. Sedangkan metode dokumentasi yaitu proses 

pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen atau buku-buku yang berkaitan dengan pembiayaan 

murabahah. berdasarkan data-data tersebut kemudian dianalisis 

menggunakan metode analisa kualitatif lapangan dengan cara  berfikir 

induktif. 

Dari hasil penelitian bahwa sanksi pembiayaan murabahah bagi 

nasabah yang bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban 

Lampung Timur berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah telah sesuai, 

hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 bertujuan 

untuk memberikan efek jera bagi nasabah agar tidak mengulangi perbuatan 

yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Penerapan sanksi denda di BMT 

El-Hidayah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bahwa sanksi denda 

hanya sebatas Ta’zir (hukuman) agar nasabah lebih disiplin dalam 

melaksanakan kewajibannya. 

  



  



MOTTO 

 

ىَّ أَنَّ رَسُوْلَ للِ  حَدِيثُْ أَبِِْ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اُلله عَنْهُ , ََ    ََ , َ سَََّّ ََ هِ  ْْ َ  اُلله َََ

َّبِعْ لَ  َْت  ذَا أُتبِْعَ أَحَدُ كُُْ َىََ مَلِيٍّ فََْ
ِ
  : مَطْلُ الغَْنِيِ ظٌَُّْ , فَ 

Abu hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah saw bersabda : “bagi orang 

kaya, menunda pembayaran utang adalah kezaliman. Dan apabila 

seorang dari kalian utangnya dialihkan (pembayaran utang) pada orang 

kaya, hendaklah dia ikut” 

(HR Bukhari dan Muslim) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Islam merangkum semua aspek kehidupan, baik ibadah maupun 

mu’amalah. Ibadah merupakan ajaran yang diperlukan untuk menjaga ketaatan 

dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan sang pencipta (Allah 

SWT), sedangkan mu’amalah merupakan kegiatan yang sifatnya horizontal, 

yaitu hubungan antar umat manusia , dan tidak terbatas pada umat islam saja. 

 Salah satu bidang mu’amalah yaitu Lembaga Keuangan Syariah (badan 

usaha yang kegiatannya di bidang keuangan dan pengelolaannya berdasarkan 

prinsip syariah). BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) merupakan produk dari 

Lembaga Keuangan Syariah, latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan 

usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT 

semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan Hukum 

Ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank 

Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil1.  

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang 

isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan mengembangkan kegiatan 

usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan 

ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong 

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Selaian  

                                                           
1 Ahmad Hasan Ridwan, Managemen Baitul Mal Wa Tamwil, (Bandung: Pustaka 

Setia,2013), h.34 



itu, Baitul Mal wa Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, sadekah, 

serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya2. 

Dalam perkembangan pengelolaan pembiayaan tidak selamanya 

berjalan dengan lancar hal ini dapat diketahui berdasarkan adanya 

keterlambatan pengembalian pinjaman oleh sebagian anggota pembiyaan. 

Lembaga Keuangan Syariah  ada dua faktor yang menyebabkan wanprestasi, 

yaitu faktor diluar kekuasaan nasabah dan kesengajaan, yang dibolehkan bagi 

lembaga keuangan syariah untuk mengenakan sanksi adalah wanprestasi karena 

faktor yang kedua. Penyebab pembiayaan bermasalah harus diketahui pasti, 

apakah terjadi kegagalan bisnis atau memang sengaja menunda-nunda atau 

karena bencan alam. Faktor peyabab ini yang akan membedakan cara 

menanganinya. 

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai prinsip syariah yang berbeda 

dengan perbankan konvensional dalam menanggulangi/ menyelesaikan 

permasalahan didalamnya, yaitu lembaga keuangan syariah berdasarkan Al-

Qur’an dan As-Sunnah sedangkan bank konvensional tidak. Islam 

menganjurkan, seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis 

dilarang menunda penyelesaian utangnya. Bila seorang nasabah menunda 

penyelesaian utang tersebut, pihak lembaga dapat mengambil tindakan 

mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan 

mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.  

 

 

                                                           
2 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2010), h. 452 



Hadits Rasulullah Saw: 

رَُ أبَِيُْ حَدِيْثُ  ، الل ُ يْرَرَضِيَُ ه  وْلَُ أنَُ  عَنْه  لْمٌ، اْلغَنِيُ  مَطْلُ :  لَُ قَا وَسَل مَ، عَلَيْهُِ الل ُ رَس   أ تْبِعَُ ذَا فَإُِ ظ 

مُْ أحََدُ  بِعُْ مَلِيُ  عَلَى ك   الة الحو في باب 1:  الة الحو كتاب 83:  في ري البخا اخرجه. )فَلْيَت 

  وهل يرجع في الحو الة( 8

Artinya: Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw 

bersabda: “Bagi orang kaya , menunda pembayaran utang adalah kezaliman. 

Dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan (pembayaran utangnya) 

pada orang kaya, hendaklah ia ikuti”. (HR. Bukhari dan Muslim). 

Jika nasabah yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan 

utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi bukan karena lalai 

kreditor harus menunda menunda tagihan utang sampai ia sanggup kembali. 

Dalam Al-Quran terdapat perintah untuk memberi tangguh bagi orang-orang 

yang tidak mampu membayar karena terkena kesusahan yaitu Al-Qur’an surah 

Al-Baqarah ayat 280 :  

سْرَُ ةُ  فَنَظِرَُ ةٌُ إلِى مَيْسَرَُ ةُ  ...     ... وَإنُِْ كاَُ نَُ ذُ  وع 

Artinya : “Dan jika (orang berutang itu)dalam kesukaran, berilah 

tangguh sampai dia berkelapangan....” (Qs. Al-Baqarah 280). 4 

Di wilayah Batanghari Nuban Lampung Timur sudah banyak berdiri 

unit BMT yang berperan memberi modal bagi unit kegiatan mikro usaha dan 

                                                           
3Muhammad Fuad Abdul Baqi, Mutiara Hadits Sahih Bukhari Muslim, diterjemahkan oleh 

Muhammad Suhadi dan Anas Habibi, dari judil asli Al-lu’lu wa al-marjanu fima ittafaqa’alayhi asy-

syaykhani al-bukhariyyu wa muslimun, (Jakarta: Ummul Qura, 2012), h. 692 
4Departemen Agama RI,  Al-Baqarah (2) : 280, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara 

Penerjemah Al-Quran. 



menengah, salah satunya adalah BMT El-Hidayah yang memiliki andil dalam 

perkembangan perekonomian masyarakat di sekitar BMT tersebut dengan 

program pembiayaan antara lain:  pembiayaan mudharabah, pembiayaan 

musyarakah, dan pembiayaan murabahah. 

Berdasarkan data tersebut peneliti melakukan pra survei sebagaimana 

telah diketahui bahwa BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung 

Timur merupakan salah satu lembaga keuangan yang melayani pembiayaan 

mudharabah, musyarakah, dan murabahah. BMT El-Hidayah menjadi objek 

penelitian, yang beralamatkan di Jl. Purwosari-Kotagajah, Purwosari, 

Batanghari Nuban yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 2008.  Berdasarkan hasil 

pra survei di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur, 

terdapat berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah yaitu 

pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah dan ijaroh. Namun 

pembiayaan murabahah adalah salah satu pembiayaan yang paling banyak 

diminati oleh nasabah jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan yang lainnya 

yaitu mencapai 295 nasabah. Di BMT El-Hidayah dalam pelaksanaan 

pembiayaan tidak selamanya berjalan dengan lancar, dikarenakan ada nasabah 

yang mengalami persoalan dalam proses angsurannya, sehingga BMT El-

Hidayah memberikan sanksi berupa denda yaitu Rp. 1.000.000 dikenakan 

denda sebesar Rp. 50.000 samapi bagi nasabah yang mengalami keterlambatan 

dalam membayar angsuran tanpa adanya alasan yang jelas dan tidak ada iktikat 

baik. Kemudian BMT El-Hidayah memberikan denda berupa denda finansial 

sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian dan 



selanjutnya dana denda dari nasabah yang bermasalah tersebut dialokasikan 

sebagai pendapatan BMT dan dana tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan 

sosial5. Berdasarkan hasil pra survei dengan anggota yang mengalami 

pembiayaan bermasalah yaitu seringnya mengulur/menunda-nunda dalam 

membayar angsuran dan tidak adanya iktikad baik6. 

Berdasarkan pemaparan di atas tersebut, penulis merasa tertarik untuk 

mengetahui lebih mendalam dengan mengangkat sebagai objek penelitian yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan 

Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah di BMT  El-Hidayah Purwosari 

Batanghari Nuban Lampung Timur. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka agar 

pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, peneliti 

merumuskan pertanyaan penelitian: Bagaimana tinjauan hukum ekonomi 

syari’ah terhadap sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah 

di BMT  El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah 

diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan: Untuk 

                                                           
5 Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni selaku Manager dan Bp. Purnomo selaku Staff 

Pembiayaan  di BMT El-Hidayah Purwosari Bantanghari Nuban Lmpung Timur Pada Tanggal 11 

April 2017 
6 Wawancara dengan Bapak Budi Santoso dan Bapak Sartono selaku anggota bermasalah 

BMT El-Hidayah Purwosari Bantanghari Nuban Lmpung Timur Pada Tanggal 12 April 2017 



mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap sanksi pembiayaan 

murabahah bagi nasabah yang bermasalah di BMT  El-Hidayah Purwosari 

Batanghari Nuban Lampung Timur. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khazanah keilmuan di bidang Muamalah salah satunya pada 

Pembiayaan Murabahah. 

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap sanksi pembiayaan 

murabahah bagi nasabah yang bermasalah perspektif  Hukum Ekonomi 

Syariah Di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung 

Timur. 

D. Penelitian Relevan 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian 

terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti 

mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan 

dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam 

bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan 

dilakukan berbeda7. 

                                                           
7 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah edisi revisi, (P3M STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), 

h.39 



Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka 

perlu melihat penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut : 

Penelitian yang dilakukan oleh Rasyid Akbar Suryawan yang berjudul 

“Analisis Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada Nasabah Tahun 

2014 Di BMT Surya Melati Way Jepara” dari Skripsi Jurusan Syari’ah Dan 

Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 20168. 

Dalam skripsi ini memfokuskan pada analisis pembiayaan bermasalah akad 

murabahah pada nasabah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan 

bermasalah, pada skripsi ini lebih menjelaskan pada analisis faktor-faktor 

penyebab terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaiannya menggunakan 

musyawarah,  jadi berbeda dengan skripsi yang akan peneliti teliti yaitu lebih 

memfokuskan pada sanksi bagi nasabah bermasalah pada pembiayaan 

murabahah perspektif hukum ekonomi syariah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati Maryan Ali yang berjudul : 

“Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank 

Pembiayaan  Rakyat Syari’ah Metro Madani Kota Metro Tahun 2014” 9. 

Skripsi ini dari STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2014. Dalam Skripsi ini 

mendeskripsikan tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah, 

penyelesaian yang dilakukan melalui jalur musyawarah dan mufakat dengan 

hasil berupa pemberian kelonggaran waktu bagi nasabah untuk membayar 
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Nasabah Tahun 2014 Di BMT Surya Melati Way Jepara, Skripsi Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi 

Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2016 
9 Fatmawati Maryan Ali, Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di 

Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Metro Madani Kota Metro Tahun 2014, Skripsi Jurusan Syari’ah 

Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2014 



kewajibannya kepada pihak LKS. Adapun fokus pembahasannya yaitu pada 

penyelesaian pembiayaan murabahah. Dari penelitian tersebut pada dasarnya 

memiliki kesamaan, yaitu membahas tentang penyelesaian terhadap 

pembiayaan bermasalah. Namun ada perbedaan yang terlihat antara skripsi 

tersebut dengan skripsi yang peneliti buat, yaitu skripsi yang peneliti buat lebih 

menitik beratkan pada sanksi bagi nasabah bermasalah pada pembiayaan 

murabahah perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan pada skripsi ini 

menitik beratkan pada efektifitas penyelesaian pembiayaan murabahah 

bermasalah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Eni Nuryani yang berjudul : “Pola 

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Kasus Pembiayaan Musyarakah BMT 

Adzkiya’  Metro” dari STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 201510. Dalam skripsi 

ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan pola penyelesaian sengketa yang 

dilakukan pihak BMT Adzkiya’ Metro dalam menangani masalah sengketa 

yang terjadi pada pembiayaan yang diberikan terhadap nasabah. Dalam 

menyelesaikan sengketa yang terjadi menggunakan prosedur (rescheduling) 

penjadwalan kembali atau perpanjangan waktu untuk menyelesaikan sengketa 

terhadap nasabahnya. Dari penelitian tersebut pada dasarnya memiliki 

kesamaan, yaitu membahas tentang penyelesaian terhadap wanprestasi. Namun 

ada perbedaan yang terlihat antara skripsi tersebut dengan skripsi yang peneliti 

buat, yaitu skripsi yang peneliti buat lebih menitik beratkan pada segi pada 

                                                           
10Eni Nuryani, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Kasus Pembiayaan Musyarakah 

BMT Adzkiya’  Metro, kripsi Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Jurai Siwo Metro, 2015 



hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan murabahah bagi nasabah yang 

bermasalah sedangkan pada skripsi ini menjelaskan mengenai penyelesaian 

wanprestasi pada pembiayaan musyarakah. 

Dari beberapa penelitian yang dijelaskan memiliki suatu persamaan 

yaitu meneliti tentang pembiayaan bermasalah, namun terdapat perbedaan 

dalam penelitian yang akan diteliti yaitu terdapat pada lokasi yang akan menjadi 

objek berbeda dengan penelitian yang terdahulu, dan apakah BMT El-Hidayah 

telah memberikan sanksi  terhadap pembiayaan murabahah bermasalah sesuai 

dengan hukum ekonomi syariah. 

  



BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Pembiayaan Murabahah  

1. Pengertian  Pembiayaan Murabahah 

Murabahah atau disebut  juga ba’ bitsmanil ajil. Kata murabahah 

berasal dari kata ribhu (keuntungan). Sehingga murabahah  berarti saling 

menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang 

ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli secara murabahah secara 

terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan 

oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual 

beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual 

terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahid al-

mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur11. 

Murabahah dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad 

jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang 

tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan 

mengadakan barang yang dibutuhkan menjualnya kepada asabah dengan 

harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati12. Seorang praktisi 

Perbankaan, Muhammad Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa “Ba’i al-

murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati. Dalam ba’i al-murabahah, penjual harus 

                                                           
11 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2012), h. 136 
12 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, (Lampung, STAIN Jurai Siwo Metro 

Lampung, 2014), h. 67 



memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat 

keuntungan sebagai tambahannya”13. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa murabahah adalah jual beli pada harga awal dengan 

tambahan harga yang akan menjadi keuntungan (penjual memberitahu 

kepada pembeli harga beli awal dan berapa keuntungan yang diperoleh si 

penjual). 

2. Dasar Hukum Murabahah 

a. Al-Quran 

1) QS.  Al-Baqarah 275  

 َ ِين  ََٱلَّذ كُلُون  أۡ وٰاَ ي  بِ  قُومََُٱلر  اَي  م  َك  َإلَِذ قُومُون  َي  ِيلَ  طُهََُٱلَّذ بذ خ  ت  نَُي  ٰ يۡط  ََٱلشذ ِ َمِن  س  م  ََٱلۡ الُوٓا  هُمَۡق  نذ َبأِ  ٰلكِ  ذ 
اَ م  يۡعَُإنِذ وٰا َ مِثۡلََُٱلۡۡ  بِ  ََٱلر  لذ ح  أ  َُو  يۡع ََٱللّذ ََٱلۡۡ  م  رذ ح  وٰا  َو  بِ  هََُٱلر  آء  نَج  م  هَِِ ۥف  ب  ِنَرذ ةَٞم  وۡعِظ  َٰفَ َۦم  ه  هََُٱنت  ل  ََۥف  ف  ل  اَس  م 
مۡرُهَُ أ  َََٓۥو  ِهَإلَِ  بََُٱللّذ ٰ صۡح  َأ  ئكِ  َٰٓ ل  و  أُ َف  د  نَۡعَ  م  ارِ َو  ََٱلنذ ون  لُِِ ٰ اَخ    ٢٧٥هُمَۡفيِه 
.14 mengharamkan riba”“Allah Telah menghalalkan jual beli dan  

 

 

2) QS. An-Nisa’ 29 

ا ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِينَ َي  ََِٱلَّذ َب َب يۡن كُم لٰ كُم مۡو 

 
َأ كُلوُٓا 

ۡ
َت أ نُوا َلَ  طِٰلَِء ام  نََٱلبۡ 

 
َأ ٓ إلَِذ

َ َإنِذ كُمۡ  نفُس 
 
أ  َ َت قۡتُلوُٓا لَ  َو  ِنكُمۡ  اضَٖم  نَت ر  ةًَع  رٰ  َتجِ  َ ت كُون  ََٱللّذ ن  كَ 

٢٩ََبكُِمَۡر حِيمٗاَ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

.15 membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu” 

 

                                                           
13 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), h. 101 
14Departemen Agama RI, Al-Baqarah (2) : 275, diterjemahkan oleh Yayasan 

Penyelenggara Penerjemah Al-Quran. 
15Departemen Agama RI,  An-Nisa (4) : 29, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara 

Penerjemah Al-Quran. 



Berdasarkan ayat di atas, maka jual beli murabahah 

diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah 

berfirman: ‘Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba’. Allah tidak berfirman ‘Allah telah menghalalkan jual beli 

salam, Allah telah menghalalkan jual beli khiyar, Allah telah 

menghalalkan jual beli murabahah’ Akan tetapi Allah berfirman 

secara umum yaitu menghalalkan jual beli. Kemudian ketika 

mengharamkan, Allah secara khusus menyebut riba. Hal ini 

menunjukkan bahwa jual beli dihalalkan jauh lebih banyak daripada 

jual beli yang diharamkan16. 

b. Hadits 

Dijelaskan di dalam hadits Rasulallah saw antara lain hadits 

riwayat Bukhari Muslim : 

سَلَمَ  عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزاَ مٍ قاَ لَ : قاَ لَ رَسُوْلُ الِله صَلَى الله عَلَيْهِ و
 لََْ يَ تَ فَرَّ قاَ الْْيَِا رِ مَا لََْ يَ تَ فَرَّ قاَ, أَوْ قاَ لَ : حَتَّّ : الْبَ ي ِّعَا نِ بِ 

مَا وكََذَ باَ , فإَِ نْ صَدَ قاَ وَبَ ي َّنَا بُ وْ ركَِ لََمَُا فِِ بَ يْعِهِمَا , وَإِنْ كَتَ 
 مُُِقَتْ بَ رَ كَةُ بَ يْعِهِمَا 

Dari Hakim bin Hizam, r.a katanya, Rasulallah Shallallahu Alaihi wa 

Sallam bersabda: ‘dua orang yang berjual-beli boleh khiyar (memilih) 

selama keduanya belum berpisah,atau sehingga keduanya berpisah. 

Jika keduanya berlaku benar, baikdalam tindakan dan ucapan atau 

keterangan, maka jual beli keduanya diberkati (Allah). Dan jika kedua 

bersikap menyembunyikan dan dusta, keberkatan jual beli keduanya 
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dihapus (sirna) namun jika keduanya saling menyembunyikan dan 

berdusta, maka berkah jual beli itu dihapuskan”17. 

 

Sedangkan hadits dari Bulughul Maram dikatakan bahwa : 

لَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ رِ فاَ عَةَ بْنِ راَفِعٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ انََّ النَّبَِّ صَلَى الُله عَ 
عٍ الْكَسْبِ اطَْبَبُ؟ قاَلَ : عَمَلُ الرَّ جُلِ بيَِدِ هِ وكَُل  بَ يْ  سُئِلَ اَي  

رُوْرٍ )رَوَاهُ   الْبَ زَّارُ وَصَحَّحَهُ الْْاَ كِمُ( مَب ْ
Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasanya Nabi saw ditanya : apa pencarian yang 

lebih baik, jawabannya: “bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-

tiap jual-beli yang bersih” (Riwayat al-Bazzar. Hadits Shahih menurut 

Hakim)18. 

 

Kaitanya hadis tersebut di atas dengan sistem murabahah adalah 

ditegaskannya bahwa dalam setiap melakukan transaksi jual beli kedua 

belah pihak harus berlaku jujur, berterus terang dan tidak memaksa. Di 

mana penjual harus menjelaskan dengan jujur tentang harga pokok 

barang dan keuntungan yang akan diambil serta berterus terang tentang 

keadaan atau wujud yang diperjual belikan kepada pembeli. 

3. Syarat Dan Rukun Murabahah 

a. Syarat Murabahah 

Syarat jual beli murabahah adalah sebagai berikut : 

1) Para pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli harus cakap 

hukum atau balig (dewasa) dan saling merelakan. 

2) Khusus untuk barang dagangan, persyaratannya adalah jelas dari 

segi sifat, jumlah, jenis yang akan ditransaksikan dan tidak 

termasuk dalam katagori haram serta harus mengandung manfaat 

yang jelas sehingga penyerahannya dari penjual kepada pembeli 
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dapat dilakukan karena barang merupakan hak milik sepenuhnya 

pihak yang berakad. 

3) Harga keuntungan harus disebutkan, begitu pula sistem 

pembayarannya dinyatakan di depan sebelum akad resmi (ijab 

kabul) tertulis. 

4) Tidak membatasi jangka waktu, misalnya: “saya jual ini kepada 

anda untuk jangka waktu 12 bulan, setelah 12 bulan, menjadi milik 

saya kemali”. 19 

 

b. Rukun Murabahah 

Rukun jual beli murabahah adalah sebagai berikut : 

1) Ba’i adalah penjual (pihak yang memiliki barang). 

2) Musyitari adalah pembeli (pihak yang akan membeli barang). 

3) Mabi’ adalah barang yang akan diperjualbelikan. 

4) Tsaman adalah harga. 

5) Ijab qabul adalah pernyataan timbang terima20. 

 

4. Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah 

Dalam lembaga keuangan syari’ah (LKS), khususnya perbankan 

syariah, bai’ murabahah diterapkan sebagai produk pembiayaan untuk 

membiayai pembelian barang-barang konsumer, kebutuhan modal kerja, 

dan kebutuhan investasi. Pembiayaan dalam bentuk konsumer seperti 

pembelian kendaraan, rumah, dan barang-barang multiguna (barang 

elektronik, perlengkapan rumah tangga, renovasi rumah dan barang-barang 

kebutuhan konsumer lainnya)21. 

Mekanisme penerapan murabahah di LKS, didasarkan pada 

asumsi bahwa nasabah membutuhkan barang/objek tertentu, tetapi 

kemampuan finansial tidak cukup untuk melakukan pembayaran secara 
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(Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 132 
20 Ibid., 
21Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga 
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tunai. Untuk itulah maka nasabah berhubungan dengan LKS. Namun pada 

umumnya LKS tidak memiliki Inventory terhadap barang/objek yang 

dibutuhkan nasabah, maka LKS melakukan pembelian atas barang yang 

diinginkan nasabah kepada pihak lain seperti kepada supplier/pemasok, 

dealer, developer, atau penyedia barang lainnya. Dengan demikian LKS 

bertindak selaku penjual di satu sisi, dan disisi lain bertindak selaku 

pembeli, yang kemudian akan menjualnya kembali kepada nasabah 

pemesan dengan harga jual yang disepkati22. Harga yang disepakati adalah 

harga jual, yaitu harga beli plus margin dan biaya-biaya yang timbul dari 

proses pembelian barang tersebut23. Berkaitan dengan akad jual beli 

tersebut, maka untuk memastikan keseriusan nasabah untuk membeli 

barang yang telah dipesannya maka lembaga keuangan meminta atau 

mensyaratkan kepada nasabah atau pembeli untuk membayar uang muka, 

setelah uang muka dibayarkan, maka nasabah membayar sisanya secara 

angsur dengan jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati dan 

diterapkan bersama. Dalam hal ini jumlah angsuran dan jangka waktu 

disesuaikan dengan kemampuan nasabah atau pembeli. Apabila nasabah 

telat dalam membayar angsuran, maka lembaga keuangan tidak 

diperkenankan mengambil denda dari nasabah24. 

Jika nasabah tidak melakukan pembayaran dikarenakan faktor 

diluar kemampuan pengawasan nasabah, bank syariah secara moral 
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berkewajiban untuk melakukan penjadwalan ulang (rescheduling) bahkan 

me-restructuring piutang tersebut, dan sebaliknya jika nasabah sudah 

memiliki kemampuan untuk membayar pada waktunya tetapi dia tidak 

melakukan, maka bank dapat menjalankan konsep denda untuk dibebankan 

kepada nasabah.25 

5. Ketentuan Murabahah  

a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Dalam  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah 

menjelaskan mengenai ketentuan pembiayaan murabahah kaitanya 

dengan persoalan dan ruang lingkupnya.  

Pengertian Murabahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah yaitu pada Buku II pasal (6) “Murabahah adalah pembiayaan 

saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak 

yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa 

harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang 

merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya 

dilakukan secara tunai atau angsur26”. 

Sering kita jumpai nasabah yang mampu membayar sengaja 

melalaikan kewajibannya dalam pembayaran pembiayaan yang telah ia 

dapatkan dari lembaga keuangan syariah. Hal tersebut merupakan 

wanprestasi atau ingkar janji. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 
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Syariah, sanksi dapat diberikan kepada seseorang yang ingkar janji, dan 

ketentuan seseorang disebut ingkar janji dilaksanakan dalam pasal 36 

yang menyebutkan bahwa: “pihak yang dianggap melakukan ingkar 

janji, apabila karena kesalahannya adalah : 

1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, 

2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

yaang dijanjikannya, 

3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, 

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan27. 

 

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai jenis-jenis 

sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan ingkar janji 

(tidak sesuai dengan kesepakatan) yaitu Pasal 38 yang berbunyi : Pihak 

dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: 

a. membayar ganti rugi; 

b. pembatalan akad; 

c. peralihan resiko; 

d. denda; dan/atau 

e. membayar biaya perkara28. 

Adapun ketentuan ganti rugi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah pasal 39 menyebutkan bahwa sanksi pembayaran ganti rugi dapat 

dijatuhkan apabila: 

a. pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap 

melakukan ingkar janji; 

b. sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau 

dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya; 

c. pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa 

perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan29. 
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Jika nasabah belum bisa melunasi tagihan sesuai dengan yang 

disepkati maka seorang nasabah dapat melakukan penjadwalan kembali 

sesuai ketentuan dalam pasal (126) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

menyebutkan : penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan 

murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah 

dan waktu yang telah disepakti dengan ketentuan : 

a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. 

b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya 

riil. 

c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para 

pihak. 

 

Dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah pasal (128) menyebutkan 

bahwa lembaga keuangan syariah boleh konversi dengan membuat akad baru 

bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan 

murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat 

yang bersangkutan masih prospektif. Kemudian pada pasal (129) dijelaskan 

bahwa akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek  akad 

kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah 

melunasi  sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah dari hasil 

penjualan obyek akad. Dan apabila hasil penjualan obyek akad murabahah 

melebihi sisa utang, maka kelebihan itu dikembalikan kepada 

peminjam/nasabah pasal (130), sedangkan Apabila hasil penjualan lebih kecil 

dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang harus 

dilunasi berdasarkan kesepakatan pasal (131). Selanjutya Jika salah satu pihak 

konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi 



perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui perdamaian/shulh, dan atau pengadilan pasal (133)30. 

b. Fatwa DSN-MUI 

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah berada dibawah MUI, 

dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk 

menetapkan fatwa-fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 

telah mengeluarkan 53 fatwa tentang kegiatan ekonomi syariah31.  

Mengenai utang dalam murabahah Ketentuan Bagian Keempat 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah mengatur sebagai 

berikut: 

Pertama: 

a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 

riba. 

b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah. 

c) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian 

barang yang telah disepakati kualifikasinya. 

d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri,dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya: jika pembeli dilakuan secara utang. 

f) Bank kemudian harus menjual barang tersebut kepada nasabah 

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah marjin 

keuntungan. Dalam kaitannya ini, bank harus memberi tahu secara 

jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang 

diperlukan. 

g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
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h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah. 

i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barangdari pihak ketiga, akad jual beli murabahahharus dilakukan 

setelah barang, secara prinsip dan menjadi milik bank. 

 

Kedua: 

a) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu 

barang atau aset kepada bank. 

b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 

terbebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan 

pedagang. 

c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 

nasaabah harus membelinnya sesuai dengan janji yang telah 

disepakati. Karena secara hukum janji tersebut 

mengikat.kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak 

jual beli. 

d) Dalam jual beli ini bank diboleh meminta nasabah untuk 

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 

pemesanan. 

e) Jika nasabah kemudian menolak menjadi barang tersebut, biaya 

riil yang telah dikeluarkan bank harus dibayar dari uang muka 

tersebut. 

f) Jika nilai uang muka kurang,dari kerugian yang harus 

ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa 

kerugiannya kepada nasabah. 

g) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun’ sebagai alternatif dari 

uang muka, maka 

a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang 

tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. 

b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik 

bank maksimal sebesar kerugianyang ditanggung oleh 

bank akibat pembatalan tersebu, dan jika uang muka 

tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi 

kekurangannya. 

Ketiga, jaminan dalam murabahah: 

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya. 

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang 

dapat dipegang. 

Keempat, utang dalam murabahah 

1. Secara prinsip, menyelesaikan utang nasabah dalam transaksi 

murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lainyang dilakukan 

nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut dengan 



keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 

menyelesaikan utangnya kepada bank. 

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah 

tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia 

tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta 

kerugian itu diperhitungkan. 

Kelima, penundaan pembayaran dalam murabahah 

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak membenarkan menunda 

penyelesaian utangnya. 

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika 

salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah 

tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.32 

 

Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000  tentang sanksi atas 

nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran : 

a. Sanksi yang disebutkan dalam fatwa ini adalah sanksi yang 

dilaksanakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi 

menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. 

b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force 

majeur tidak boleh dikenakan sanksi. 

c. Nasabah yang mampu dan menunda-nunda pembayaran dan/atau 

tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar 

utangnya boleh dikenakan sanksi. 

d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah 

lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 

e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan 

atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 

f. Dana yang berasal dari denda diperuntuhkan sebagai dana sosial33. 

 

Bagi nasabah yang tidak mampu membayar, Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia No.47 DSN-MUI/II/2005 
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33 Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan 

Praktis Edisi Ke-I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 48 



menetapkan fatwa tentang penyelesaian piutang murabahah bagi 

nasabah tidak mampu membayar dengan ketentuan penyelesaian34.: 

LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi 

nasabah yang tidak mampu menyelesaikan/melunasi pembiayaannya 

sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 

a) Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada 

atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. 

b) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan. 

c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS 

mengembalikan sisanya kepada nasabah. 

d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang 

tetap menjadi utang nasabah. 

e) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS 

dapat membebaskannya. 

 

B. Sanksi Pembiayaan Bermasalah 

1. Pengertian pembiayaan bermasalah  

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar, 

dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang tidak menepati 

jadwal angsuran, dan pembiayaan yang memiliki potensi menunggak 

dalam satuan waktu tertentu. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan 

yang kolektabilitasnya tergolong : 1) dalam perhatian khusus (spesial 

montion), 2)  kurang lancar (substandar), 3) diragukan (doubetful), 4) 

macet (loss).35 

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa 

pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang 
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telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh 

tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dam jangka waktu pembayaran nasabah 

mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank 

syariah. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus 

dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang 

diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan 

debitur telah melakukan wanprestasi, ada empat keadaan dikatakan 

wanprestasi, yaitu: 

1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, 

2) Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan  

3) Debitur terlambat memenuhi prestasi, dan 

4) Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam 

perjanjian36. 

 

2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah 

Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bemasalah sebagai 

berikut : 

a. Faktor intern  (berasal dari pihak bank) 

1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah. 

2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah. 

3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan side 

streaming) 

4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah. 

5) Proyeksi penjualan terlalu optimis. 
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6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan 

kurang memperhitungkan aspek kompetitor. 

7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable. 

8) Lemahnya supervisi dan monitoring. 

9) Terjadinya erosi mental : kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara 

nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses 

pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang 

sehat. 

b. Faktor ekstern (berasal dari pihak luar) 

1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi 

dan laporan tentang kegiatannya). 

2) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehinggakalah dengan 

persaingan usaha. 

3) Usaha yang dijalankan relatif baru. 

4) Bidang usaha nasabah telah jenuh. 

5) Tidak mampu menanggulangi masalah / kurang menguasai bisnis. 

6) Terjadi bencana alam.37  

3. Sanksi Pembiayaan Bermasalah 

Lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, 

untuk menghindari praktek riba atau praktek yang menjurus kepada riba, 

termasuk masalah denda financial yang biasa dilakukan oleh lembaga 

keuangan konvensional. Pada pihak yang melakukan transaksi dalam 
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lembaga keuangan syariah terkadang mengalami resiko kerugian akibat 

wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak 

lain yang melanggar perjanjian. 

Menurut fikih muamalah, dalam buku karangan Abdullah Lam 

bin Ibrahim menuliskan bahwa sanksi orang yang menunda-nunda bayar 

utang, Imam mazhab empat sepakat bahwa orang kaya (orang yang mampu 

membayar utang) yang menunda-nunda bayar utang, harus dijatuhi 

hukuman yang dipandang setimpal oleh pemerintah setempat, seperti 

penjara, cambuk, dan hukuman lain, agar dia mau membayar utangnya 

ketika ditagih. Adapun dalil tentang hukum ini adalah : 

a. Rasulullah Saw. Bersabda, 

 عِرْضَهُ وَعُقُو بَ تُهُ لََ  الْوَاجِدِ يُُِل  
Sikap menunda-nunda (membayar utang) orang yang mampu 

membayar itu menghalalkan kehormatannya dan juga 

menghalalkannya (untuk dijatuhi) hukuman. (HR. Abu Daud) 

b. Para ulama sepakat bahwa hukum takzir itu disyariatkan untuk setiap 

kemaksiaan yang tidak ada kafaratnya dan tidak disebutkan secara pasti 

hadd (ketentuan hukum)nya di dalam Al-Qur’an dan hadis. Itu 

menunjukkan bahwa menghukum orang kaya yang suka menunda-

nunda bayar utang itu diperbolehkan.38 
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Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal 

menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi 

dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda 

tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali39. Tidak selamanya 

setiap usaha akan memperoleh laba/keuntungan sesuai yang diinginkan. 

Ada kalanya nasabah mengalami kebangkrutan/kerugian. Apabila itu 

terjadi dan menyebabkan nasabah tidak mampu membayar hutang 

murabahahnya kepada bank sesuai dengan yang dijanjikan seharusnya 

bank memberikan keringanan kepada nasabah tersebut berupa 

perpanjangan waktu dan tanpa adanya denda. Nasabah mampu yang 

menunda-nunda pembayaran/ tidak mempunyai iktikad baik untuk 

membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.  

Sanksi denda dalam konteks akad disebut garamah atau ta’zir 

yaitu hukuman yang berupa materi atau benda di kenakan dan harus di 

bayarkan oleh pelanggarnya40. jadi denda (fine) di artikan sebagai 

Hukuman berupa uang yang harus di bayarkan karena melanggar 

peraturan undang-undang. 

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta’zir. Ta’zir 

menurut bahasa adalah ta’dib, artinya memberi pelajaran. Ta’zir juga 

diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man’u, yang artinya menolak dan 

mencegah.   At-ta’zir   adalah   larangan,    pencegahan,    menegur,              

                                                           
   39 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah., h. 106 
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menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan 

(bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk 

maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu 

menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.41 

Sedangkan pengertian ta’zir menurut istilah, sebagaimana 

dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu: “Ta’zir adalah hukuman 

pendidikan atas do’a (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh 

syara”. Sedangkan Unais dkk, memberikan definisi ta’zir menurut syara’ 

yaitu: hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar’i”.42 

Dari pengertian tersebut dapat di pahami bahwa ta’zir adalah 

suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya 

belum ditetapkan oleh syara’. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami 

bahwa jarimah ta’zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak 

dikenakan  hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian inti 

dari jarimah ta’zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud 

dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan 

melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha 

memberian contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayara 

zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal ia 

mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, 

memanipulasi anak yatim, hasil wakaf dan lain sebagainya.43 
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Dalam ta’zir, hukuman itu tidak ditetapkan dalam ketentuan (dari 

Allah dan Rasulnya), dan Qadhi diperkenankan untuk 

mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun 

kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah 

yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan 

ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa cembukan, 

kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.  Denda keterlambatan 

pembayaran adalah denda yang diterapkan sebagai ta’zir bukan diyat, 

karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari 

pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang.44 

Menurut Ahmad Wardi Muslich secara garis besar hukuman 

ta’zir dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok.45 

1. Hukuman ta’zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan 

jilid (dera). 

2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti 

hukuman penjara dan pengasingan. 

3. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, 

penyitaan/ perampasan harta, dan penghancuran barang. 

4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi 

kemaslahatan umum. 
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Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu 

hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda 

pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta’zir dengan cara mengambil 

harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman ta’zir dengan cara mengambil 

harta tidak dibolehkan. Pendapat imi diikuti oleh muridnya, yaitu 

Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf 

membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini 

diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ibn Hambal.46 Denda 

keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari hukuman ta’zir yang 

berkaitan dengan harta. 

Berkaitan dengan sanksi yang diberikan Majelis Kibar al-Ulama 

(Majelis Ulama Besar) terkait jumlah denda yang ditentukan hendaknya 

didasari oleh sikap adil dan arif47. 

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58. 

 َ َ ۞إنِذ ََٱللّذ وا  دُّ نَتُؤ  مُرُكُمَۡأ  أۡ ٰتَِي  ن  ٰ م  ََٱلۡۡ  يۡۡ  مۡتُمَب  ك  اَح  اَوَإِذ  هۡلهِ  َأ  َٰٓ اسَِإلَِ  ََِٱلنذ َب كُمُوا  ۡ نَتَ  دۡلِ َأ  ََٱلۡع  عظُِكُمََٱللّذ َإنِذ اَي  نعِمِذ

ََٓۦَ بهَِِ َ إنِذ صِيٗراََٱللّذ اَب  َۢ مِيع  َس  ن    ٥٨كَ 

“Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil” 

Sering kita jumpai nasabah yang mampu membayar sengaja 

melalaikan kewajibannya dalam pembayaran pembiayaan yang telah ia 
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dapatkan dari lembaga keuangan syariah. Hal tersebut merupakan 

wanprestasi atau ingkar janji.  

Dalam hadis lain, Rasulullah memberikan putusan bagi orang 

yang pada dasarnya sudah mampu atau sudah dapat membayar utangnya, 

tetapi tidak mau membayar utang dengan kebolehan (halal) untuk 

menjatuhkan hukuman dan mungkin mengorbankan dirinya. Dengan 

kata lain, orangyang mampu membayar utang tetapi tidak mau 

membayarnya, maka dapat dijatuhi hukuman penjara atau hukuman 

Ta’zir. Disamping itu, dapat juga dengan menggelarinya sebagai 

penunggak utang atau zalim, yang dapat menghinakan dirinya sendiri. 

Tindakan yang dilakukan oleh penunggak yang sebenarnya mampu 

mengembalikan, sama dengan bantuan dibalas dengan dengan kesulitan. 

Praktik ini dapat memicu munculnya kekesalan dan hilangnya keikhlasan 

kreditur yang tela membantu sebelumnya . disamping itu, akan membuat 

jera kreditur memberikan pinjaman / uang kepadanya48. 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Naisional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI), Dalam hal bank Islam, debitur harus diberi waktu 

toleransi untuk melunasi jika ia tidak mampu, sesuai perintah Al-Qur’an 

bahwa “jika debitur mempunyai kesulitan, maka berilah penundaan sampai 

ia memperoleh kemudahan”. Penundaan semacam ini harus diberikan, 

tanpa menambahkan beban tambahan kepada debitur atas waktu yang 

diberikan untuk pembayaran. Hanya saja, dalam praktiknya, bank-bank 

                                                           
48 Enizar, Hadis Ekonomi Cet Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 93 



Islam dengan dukungan Dewan Syariah telah mempersempit makna 

perintah Al-Qur’an. Penerapan perintah tersebut secara umum, menurut 

islamic banking adalah celah potensial bagi para debitur yang mungkin 

lalai untuk melunasi utang padahal mereka mampu melunasinya. Untuk 

menutup celah potensial ini, Dewan Syariah Mengadopsi konsep ‘denda’ 

terhadap mereka yang tidak melunasi utang tepat waktu, khususnya jika 

debitur mampu melunasinya. Makna definitif dari ‘mampu membayar’ 

sulit untuk ditentukan dalam konteks ini, karena islamic banking umumnya, 

sejak awal kontrak murabahah, telah memastikan bahwa dana-dana 

pinjaman mereka akan cukup aman, dan sedemikian rupa dijamin 

terlindungi dari segala risiko kegagalan atau penundaan pembayaran49. 

Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu bertujuan agar 

nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat 

berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar 

kesepakatan dan dibuat pada saat akad ditandatangani. Selanjutnya dana 

yang berasal dari denda diperuntuhkan sebagai dana sosial (Pasal. 3-6, 

Fatwa No. 17/2000)50.  

Jika penundaan pembayaran utang disebabkan faktor-faktor diluar 

kemampuan nasabah untuk mengontrolnya, bank Islam/Syariah secara moral 

berkewajiban menjadwal ulang utang tersebut. Di lain pihak, jika nasabah 

secara ekonomis memiliki kemempuan untuk membayar tepat waktu, tetapi ia 
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tidak melaksanakannya, maka bank syariah dan dewan pengawasnya telah 

mengadopsi konsep “denda” untuk dijatuhkan kepada nasabah. Jumlah denda 

akan tergantung kepada suku laba yang wajar pada dana bank yang 

diinvestasikan, yang merupakan biaya untuk menutupi peluang yang hilang 

dari (opportunity cost) dari modal51.  

Karena bank ini tidak berurusan dengan bunga, semua penundaan 

dalam pembayaran angsuran ketika harus dilunasi sesuai dengan 

kesepakatan tentu mengakibatkan kerugian yang serius pada bank, yang 

kemudian menuntut kompensasi. Adalah berdasarkan aturan syariah bahwa 

tidak boleh ada kerugian terjadi pada pihak manapun (dalam kontrak), yang 

ini merupakan dasar-dasar transaksi. Ini juga sesuai dengan keputusan tiga 

dewan syariah: Daar al-Maal al-Islami, Dewan Syariah FIBE, dan Dewan 

Syariah Faisal Islamic Bank of Sudan (FIBE) dalam konverensi mereka. 

Oleh sebab itu, kedua belah pihak sepakat bahwa dalam hal penunggakan 

oleh pihak kedua dalam pembayaran semua angsuran saat harus dilunasi, 

maka bank memiliki hak, tanpa ada keberatan atau penyangkalan (pihak 

kedua) untuk meminta kompensasi atas segala kerugian yang disebabkan 

oleh penunggakan ini52. Dana hasil denda ini tidak diambil dan 

dipergunakan bank melainkan ditampung dalam suatu pos atau rekening 

yang disebut “Dana Non Halal atau Dana Sosial”, yang setiap bulannya 
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akan dilimpahkan atau diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat untuk 

membantu fakir miskin dan membangun sarana serta prasarana umum. 

Jadi sanksi yang dikenakan lembaga keuangan syariah kepada 

nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran 

dengan sengaja. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar 

disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi. Adapun nasabah 

yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan serta 

iktikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi 

dikenakan pada prinsip Ta’zir yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin 

dalam melaksanakan kewajibannya. Adapun sanksi dapat berupa denda 

sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang 

dibuat saat akad. 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, denda dapat 

diberikan kepada nasabah-nasabah nakal yang sanggup dan mampu 

membayar tepat waktu tetapi sengaja ditunda-tunda. Sering kita jumpai 

nasabah yang mampu membayar sengaja melalaikan kewajibannya dalam 

pembayaran pembiayaan yang telah ia dapatkan dari lembaga keuangan 

syariah. Hal tersebut merupakan wanprestasi atau ingkar janji. Dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada 

seseorang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji 

dilaksanakan dalam pasal 36, dan mengenai jenis sanksinya telah 

disebutkan dalam pasal 38 (buku II). 



Adapun pelaksanaan sanksi pada bank syariah dengan melihat 

kondisi nasabah sebagai berikut: 

1. Kriteria yang boleh dikenakan denda: 

a. Nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda 

pembayaran dengan sengaja. 

b. Nasabah yang mampu yang  menunda-nunda pembayaran dan/tidak 

mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar hutangnya. 

2. Kriteria nasabah yang tidak boleh dekenakan denda, Nasabah yang 

tidak/belum mampu membayar disebabkan karena force majeur adalah 

suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan manusia seperti banjir, 

kebakaran, petir, pemogokan, pembatasan perdagangan oleh suatu 

Undang-undang atau peraturan pemerintah, atau dikarenakan suatu 

keadaan atau kejadian alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya. 

Denda adalah sanksi hukuman yang didasarkan pada prinsip ta’zir 

yang bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar 

nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, selain itu 

uang hasil dari denda tidak diklaim sebagai pendapatan bank, akan tetapi 

diperuntuhkan sebagai dan sosial, dan besar nominalnya juga berdasarkan 

kesepakatan bersama, tidak berasal dari pihak yang mempunyai piutang 

saja, maka denda telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, sehingga 

diperbolehkan diterapkan terhadap nasabah yang dengan sengaja melalaikan 

kewajibannya. 

  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian  yang  dilakukan di  lapangan atau di lokasi penelitian, 

suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif 

sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dijadikan juga untuk menyusun 

ilmiah 53. Pendapat lain mengatakan bahwa penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun ke lokasi 

penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan 

menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian lapangan 

adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, 

lembaga, dan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian 

lapangan yaitu mencari data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan 

disimpulkan. 

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan merupakan 

penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, 

yaitu di dalam suatu masyarakat, ataupun Lembaga Keuangan yaitu BMT 

El-Hidayah Desa Puwosari Batanghari Nuban Lampung Timur. 
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2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumadi Suryabrata 

menyatakan bahwa: “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau keadaan tertentu”.54 

Penelitian ini bermaksud  untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, 

dengan cara kualitatif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. Data yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu data kualitatif.  

Keterangan tersebut dapat peneliti pahami bahwa penelitian 

deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai 

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan 

Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah yang diuraikan dengan kata-

kata atau kalimat-kalimat  untuk memperoleh kesimpulan. 

B. Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data 

dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.55 Data merupakan 

hasil pencatatan baik berupa fakta maupun angka yang diperoleh dari suatu 

peristiwa yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Pada penelitian 
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ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun suatu 

data yang dimaksud ialah:  

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data 

dihasilkan.56 Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak 

pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.57 

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara 

langsung dengan Lembaga BMT El-Hidayah yang terdiri dari Manager 

BMT El-Hidayah Ibu Sri Wahyuni, Bp. Purnomo Selaku Staff, dan 

beberapa nasabah pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT El-

Hidayah Desa Puwosari Batanghari Nuban Lampung Timur. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat 

berupa buku-buku tentang Subject Matter yang ditulis orang lain, dokumen-

dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.58  

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam 

mengungkap data yang  dibutuhkan dalam peneltian ini, sehingga sumber 

data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data 
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sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah 

ada relevansinya dengan penelitian. 

Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut di atas dapat 

dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau 

pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan 

pembahasan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari laporan-laporan dan literatur-literatur kepustakaan seperti 

buku tentang pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah, 

dokumentasi dengan para pihak yang melakukan pembiayaan murabahah, 

profil BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur, 

internet dan kepustakaan lain yang berkaitan dan ada relevansinya dengan 

skripsi ini. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

startegis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan59. Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan metode 

wawancara dan metode dokumentasi. 
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1. Metode Wawancara 

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.60  

Metode ini menggunakan wawancara bebas tidak terstruktur 

(bebas) yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang 

akan ditanyakan,pada metode wawancara tidak terstruktur kreativitas 

pewawancara sangat di perlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis 

pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara, pewawancaralah 

sebagai pengemudi jawaban responden61. Adapun wawancara ditujukan 

kepada Ibu Sri Wahyuni, Bp. Purnomo Selaku Staff, dan beberapa nasabah 

pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT El-Hidayah Desa 

Puwosari Batanghari Nuban Lampung Timur. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara 

tertulis maupun tercetak. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah dan sebagainya62.  
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Berdasarkan uraian di atas dapat disempulkan bahwa teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi adalah 

dokumentasi  yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-

dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan 

pembiayaan Murabahah. Cara yang dilakukan peneliti adalah dengan 

melihat, membaca, dan mempelajari surat tanda bukti Pembiayaan atau 

akad Pembiayaan Murabahah dan tatacara pelaksanaan Pembiayaan 

Murabahah BMT El-Hidayah Desa Puwosari Batanghari Nuban Lampung 

Timur. 

D. Teknik  Analisis Data 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

analisa kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-

keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan 

menemukan pola,  menemukan  apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang  dapat diceritakan kepada orang lain63. 

Penelitian kualitatif memiliki sifat berfikir induktif. Berfikir induktif 

yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus 

menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.64 
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Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peneliti menggunakan 

data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan 

cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi pada BMT El-Hidayah 

Desa Puwosari Batanghari Nuban Lampung Timur yang dianalisis secara 

khusus setelah itu diuraikan secara umum. Hal ini dapat diketahui dengan 

mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian 

peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi di lapangan dalam 

penyelesaian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan 

Murabahah Bagi Nasabah Yang Bermasalah di Purwosari Batanghari Nuban 

Lampung Timur. 

  



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian BMT El-Hidayah Purwosari 

Batanghari Nuban Lampung Timur 

 

1. Profil BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung 

Timur 

 

Kebangkitan BMT merupakan wujud nyata kesadaran dari 

masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan yang bernafaskan islam. 

Ini kesempatan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan 

perekonomian yang dibutuhkan masyarakat. Didirikannya suatu BMT 

dapat berperan untuk melepaskan ketergantungan masyarakat dari rentenir 

dan menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah. 

Adapun awal terbentuknya BMT El-Hidayah yaitu berawal dari 

inisiatif pimpinan cabang Muhammadiyah Batanghari Nuban Kabupaten 

Lampung Timur dibidang ekonomi yang beranggotakan 40 orang dengan 

kegiatan koperasi kelilingi melalui pengajian pengajian dari rumah anggota 

ke rumah anggota yang lain dengan tetangga dengan waktu satu bulan 

sekali, yang pada mulanya hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-

hari seperti sembako bagi anggota cabang Muhammadiyah65. 

Dalam perkembangannya koperasi tersebut kurang sesuai dengan 

yang diharapkan Bertolak dari pengalaman tersebut serta adanya dukungan 
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dari Bapak Cabang Muhammadiyah dan adanya program dari BMI dan 

PINBUK Provinsi. Maka Muncul ide dari Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah untuk mendirikan BMT El Hidayah tanggal 8 Agustus 

2008. Seiring dengan berjalanya usaha BMT El Hidayah maka akhirnya 

badan hukum didapat pada tahun 2009 dengan No. 01/BH/X.7/II/2009. 

Pada saat ini BMT El Hidayah mempunyai 3 orang pengurus, 3 orang 

Dewan syari’ah 20 sebagai karyawan. BMT El Hidayah mempunyai 1 

kantor cabang dan 1 kantor cabang pembantu66. 

2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Di BMT El-Hidayah Purwosari 

Batanghari Nuban Lampug Timur 

 

Untuk kepengurusan struktur organisasi tahun 2017 BMT El-Hidayah 

Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur sebagai berikut67: 

a. Pengurus  

Ketua  : Ahmad Tholib, S.Ag 

Sekretaris  : Rokhmad Adi Setiawan, S.T 

Bendahara : H. Misdi 

b. Dewan Syariah 

Ketua  : H. Sardono Adi Pranoto 

Anggota  : H. Sugito 

Senen 

  

                                                           
66Dokumentasi BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur 
67Dokumentasi BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur 



 

c. Kantor Pusat 

1) Manager  : Sri Wahyuni, A.Md 

2) Juru Buku  : Tamiasih, SE. I 

3) Teller   : Dwi Lestari 

4) Marketing  : Edi Wiyono 

Ivan Nuari, S. Pd 

Mei Hariyanto, A.Md 

Syifa Milati, Amd. Kom 

5) Pembiayaan  : Mahfud Purnomo, S. Pd 

d. Kantor Cabang Raman Utara  

Ketua   : Zaenal Mustofa 

Juru Buku Dan Teller : Ning Diyah Sri Utami, SE. I 

Marketing   : Nur Sodiq 

 Khusnul Khotimah 

 Renny Septiani 

Pembiayaan  : Adi Ari Wibowo 

e. Kantor Cabang Pembantu Batanghari 

Ketua   : Ahmad Zamzam 

Juru Buku Dan Teller : Lilik Triana, SE. I 

Marketing              : Dwi Putri, S. Pd,  Roni Setiawan, Reni                                             

Watimah, Nailul Karomah. 

Pembiayaan  : -- 



3. Visi Misi BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung 

Timur 

Untuk menjadi koperasi yang lebih maju dan berpegang teguh pada 

prinsip-prinsip syariah maka BMT El-Hidayah memiliki visi dan misi sebagai 

berikut : 

1) Visi BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur : 

Menjadi kspps yang islami, mandiri dan bermanfaat 

2) Misi BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur 

a. Meningkatkat kesejahteraan anggota dan masyarakat. 

b. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyedia modal dengan 

prinsip Syariah. 

c. Menumbuhkan usaha produktif anggota dibidang pertanian, 

perdagangan, industri dan jasa. 

d. Membudidayakan sikap hemat dan kegiatan menabung 

dikalangan anggota dan masyrakat. 

e. Memaksimalkan peran anggota dalam upaya peningkatan 

modal.68 

B. Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari 

Bantanghari Nuban Lampung Timur 

 

Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu lembaga yang memiliki 

fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan 

dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk 

pembiayaan. Penyaluran dana diperbankan memiliki perbedaan dengan 
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penyaluran dana pada Lembaga Keuangan Syariah, perbedaannya terletak pada 

nama produk, akad dan transaksi yang digunakan. Dalam perbankan 

penyaluran dana lebih dikenal dengan nama “kredit” sedangkan di Lembaga 

Keuangan Syariah penyaluran dana lebih dikenal dengan “pembiayaan”.  

Pembiayaan merupakan kegiatan lembaga keuangan syariah yang 

sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup lembaga keuangan 

syariah jika dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, maka pembiayaan yang 

dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah (tidak mengandung unsur 

maysir, gharar, dan riba) serta tidak adanya unsur spekulasi yang akan 

mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak yang bersangkutan. 

Dalam lembaga keuangan syariah salah satunya BMT El-Hidayah 

Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur memiliki berbagai macam 

produk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasbah dengan tujuan agar 

membantu masyarakat (individu, pengusaha, lembaga, dll yang membutuhkan 

dana) dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan taraf hidup dan untuk 

memajukan usaha/ bisnis nasabah sebagai berikut: 

  



 

Tabel 4.1 

Jumlah pembiayaan  

di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur69 

 

Jenis Pembiayaan Jumlah 

Musyarokah (kerja sama) 01 

Mudharabah (bagi hasil) 07 

Murabahah (jual beli) 295 

Ijarah (sewa) 00 

 

Dengan demikian BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban 

Lampung Timur memiliki produk pembiayaan yang banyak diminati oleh 

nasabah yaitu produk pembiayaan murabahah (Jual Beli) yakni sudah 

mencapai 295 orang nasabah.  

Adapun tata cara atau prosedur pembiayaan murabahah di BMT El-

Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur terdapat persyaratan 

pada umumnya yang harus dipenuhi nasabah (anggota) yang akan mengajukan 

pembiayaan yakni sebagai berikut 70: 

1. Mandaftar  sebagai anggota dan memiliki simpanan di BMT El-Hidayah. 

karena BMT merupakan badan hukum yang masih dalam bentuk koperasi 

yang memiliki asas “dari anggota untuk anggota”. Oleh sebab itu, BMT 

hanya akan memberikan pinjaman / pembiayaan kepada para anggotanya. 
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2. Menyerahkan Fotokopi identitas (KTP, SIM, dll), Fotokopi kartu keluarga/ 

Buku Nikah serta pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar. Identitas dari nasabah 

jarus jelas dan adanya keterbukaan diantara kedua belah pihak karena akan 

meminimalisir terjadinya penipuan dan hal-hal yang tidak diinginkan yang 

mungkin akan terjadi. 

3. Menyerahkan Fotokopi jaminan (Sertipikat, AJB, BPKB, dll), suatu 

barang yang dijadikan sebagai tanggungan pinjaman hal ini akan 

memberikan keyakian kepada BMT bahwa nasabah tersebut akan 

memenuhi kewajibannya setelah diberikan hak nya. 

4. Surat Keterangan Domisili harus ada sebab surat ini merupakan surat 

keterangan yang dikeluarkan pihak yang berwenang yang menerangkan 

tempat tinggal seseorang. 

5. Surat persetujuan *suami/istri bagi yang telah berkeluarga *orang tua/anak 

bagi yang belum berkeluarga, pembiayaan yang diajukan harus diketahui 

oleh suami/istri agar tidak terjadinya kesalah pahaman antara BMT dan 

nasabah yang bersangkutan. 

6. Berkas yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali. 

Kemudian, setelah anggota sudah melengkapi persyaratan maka pihak 

BMT EL-Hidayah akan melakukan analisis kelayakan kepada anggota. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Mahfud Purnomo selaku 

Staf Pembiayaan ujarnya71 : produk pembiayaan murabahah (jual beli) banyak 
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disukai oleh nasabah, mengapa demikian? karena pembiayaan murabahah ini 

dianggap sangat membantu dan bermanfaat bagi seseorang yang membutuhkan 

suatu barang tetapi belum mempunyai uang yang cukup untuk membeli barang 

tersebut. BMT El-Hidayah juga tidak serta merta memberikan pembiayaan 

kepada nasabahnya tanpa adanya proses analisis data yang berkaitan dengan 

nasabah, diantaranya sebagai berikut : 

1. Analisis karakter, menggambarkan watak kepribadian nasabah yang akan 

mengajukan pembiayaan di BMT El-Hidayah, apakah nasabah tersebut 

mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen untuk 

menyelesaikan kewajibannya yang berkaitan dengan pembayaran / 

angsuran. 

2. Analisis kemampuan, BMT perlu mengetahui dengan pasti kemampuan 

keuangan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sebelum BMT 

memberikan pembiayaan serta jumlah nominal pengajuan pembiayaan 

harus disessuaikan dengan situasi serta kondisi nasabah tersebut agar 

meminimalisir terjadinya wanprestasi (pembiayaan bermasalah). 

3. Analisis barang jaminan, lembaga keuangan syariah dalam memberikan 

pembiayaan juga memperhatikan mengenai kuantitas dan kualitas barang 

jaminan yaitu disesuaikan dengan pembiayaan yang diajukan oleh 

nasabah, jangan sampai kisaran harga barang jaminan lebih kecil dari 

jumlah nominal pengajuan pembiayaan. 

4. Analisis kelayakan, dalam arti lembaga keuangan syariah memperhatikan 

kelayakan usaha nasabah yang sedang dijalankan. 



5. Analisis kondisi ekonomi untuk mengetahui gambaran keadaan seperti 

situasi politik dan perekonomian nasional, dampak suatu kebijakan yang 

berkaitan dengan usaha calon nasabah. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Purnomo Selaku Staf 

Pembiayaan72, setelah dinyatakan layak menerima pembiayaan maka pihak 

BMT akan melakukan akad perjanjian dan menjelaskan mengenai sanksi 

apabila anggota melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan juga diperlukan 

saksi-saksi dan tandatangan bahwa permohonan yang diajukan telah diterima 

dan akan segera dilakukannya pencairan. 

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu 

kondisi pembiayaan, yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal 

pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau 

diperlukan tindakan yuridis dalam pengambilan atau kemungkinan potensial 

loss. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan 

turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi selalu 

memberikan “warning sign” atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu 

dalam masa pembiayaan.  

Berdasarkan wawancara, sebab-sebab terjadinya pembiayaan 

bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Bantanghari Nuban Lampung 

Timur sebagai berikut : 
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a. Dari pihak BMT 

1) Petugas BMT yang kurang teliti dalam menganalisa informasi yang 

berkaitan dengan aggota, sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi 

tidak diprediksi sebelumnya. 

2) Petugas BMT yang kurang memahami karakter anggota sehingga 

nasabah yang dipandang baik dan bertanggung jawab justru malah 

sebaliknya, dalam arti kata salah sasaran dalam pemberian 

pembiayaan. 

3) Kurangnya pengawasan dari Lembaga Keuangan Syariah/BMT 

Terhadap kegiatan usaha yang dijalankan anggota. 

4) Adanya salah seorang petugas yang memberikan pembiayaan 

kepada anggota karena adanya hubungan kekerabatan tanpa 

melakukan analisis terlebih dahulu mengenai informasi tentang 

karakternya. 

5) Mengejar target yang diberikan oleh atasan. Hal ini menimbulkan 

adanya petugas yang langsung memberikan pembiayaan dan tidak 

menganalisis informasi mengenai karakter anggota tersebut73. 

b. Dari pihak anggota/nasabah 

1) Tidak adanya kemauan anggota untuk membayar kewajibannya 

kepada BMT. 
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2) Anggota mau untuk membayar kewajibannya kepada BMT, tetapi 

tidak mampu karena mengalami musibah (segala sesuatu yang tidak 

disengaja) sehingga kemampuan untuk membayar kewajibanya 

tidak ada. 

3) Penurunan kondisi keuangan yang disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti : 

a. Cuaca dan iklim yang menyebabkan gagal panen. 

b. Kegiatan usaha anggota mengalami penurunan atau 

kebangkrutan. 

4) Timbulnya biaya-biaya tak terduga yang tidak dapat diprediksi.74 

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa faktor penyebab terjadinya 

pembiayaan bermasalah bisa berasal dari pihak manapun baik itu dari pihak 

BMT ataupun justru dari nasabahnya sendiri karena kurangnya rasa tanggung 

jawab dari petugas dan tidak adanya iktikad baik/ingkar janji dari nasabah, 

apabila mengalami kesulitan dalam pembayaran maka setidaknya 

mengkomunikasikan keluhan tersebut supaya pihak BMT dapat memberikan 

solusi agar masalah tersebut dapat teratasi tanpa adanya tindakan yang tidak 

diinginkan. 

Berdasarkan pernyataan diatas Ibu Tamiasih selaku Staf Juru Buku Di 

BMT El-Hidayah mengemukakan75, bahwasanya BMT memberikan 

pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, 
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nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar 

lunas bila mana jatuh tempo, namun tidak bisa di pungkiri dapat terjadi  

hambatan/kesulitan dalam mencicil angsuran yang akan mengakibatkan 

terjadinya pembiayaan bermasalah. Sejauh ini upaya BMT El-Hidayah dalam 

mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah sudah cukup baik, 

disamping menerapkan 5C (terhadap calon nasabah agar kemungkinan 

terjadinya pembiayaan bermasalah kedepannya dapat diperkecil. 

Dalam lembaga keuangan syariah khususnya di BMT El-Hidayah 

Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur terdapat klasifikasi kualitas 

pembiayaan yang ditetapkan menjadi 4 golongan yaitu76 : 

1. Lancar dengan kriteria maksimal 2 kali tidak mengangsur. 

Pada tahap ini pihak BMT El-Hidayah hanya melakukan pengawasan dan 

pendampingan terhadap nasabah. 

2. kurang lancar dengan kriteria 3 – 4 kali terdapat tunggakan namun tidak 

secara berturut-turut. BMT akan melakukan langkah administratif kepada 

nasabah dalam bentuk surat peringatan pertama, serta melakukan 

silaturahmi kepada nasabah untuk mencari solusi terbaik. Pihak BMT El-

Hidayah pada tahap ini memotivasi nasabah untuk dapat menyelesaikan 

kewajibannya. 

3. diragukan dengan kriteria tidak mengangsur selama 4 – 5 kali berturut 

turut. BMT akan melakukan langkah administratif terhadap nasabah dalam 

bentuk surat peringatan kedua. 
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4. Macet dengan kriteria tidak mengangsur lebih dari 5 kali atau nasabah 

sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Pada tahap ini BMT akan 

melayangkan surat peringatan yang ketiga (yang terakhir). Apabila nasabah 

tidak mengindahkan juga, maka jalan keluar terakhir pihak BMT akan 

melakukan eksekusi penyitaan barang jaminan milik nasabah. 

Berdasarkan klasifikasi penggolongan kualitas pembiayaan diatas, 

maka berikut ini adalah jumlah presentase kualitas pembiayaan yang terjadi di 

BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur. Kemudian 

yang tergolong sebagai pembiayaan bemasalah adalah kualitas pembiayaan 

yang mulai masuk golongan kurang lancar sampai golongan macet77. Adapun 

pemaparan lebih jelas yang berkaitan dengan kolektibilitas di BMT El-Hidayah 

Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur  dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

Tabel 4.2 

Golongan pembiayaan Murabahah 

di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur 

Periode Akhir Desember 201778. 
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L Lancar 268 - - 89,

8

5

% 

K

L 

Kurang 

Lancar 

17 - - 5,7

3

% 

D Diragukan  8 - - 2.6

2

% 

M Macet  2 - - 0,8

% 

Jumlah 295   100

% 

 

Tabel 4.3 

Jumlah Nasabah Bermasalah pada Pembiyaan Murabahah 

di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur79. 

Golonga

n  

Jumlah 

Nasaba

h  

Surat 

Peringat

an  

Dend

a  

Sita 

Jamin

an 

KL 17     

D 8     

M 2     

Jumlah  27 

 

Timbulnya pembiayaan bermasalah karena adanya kewajiban nasabah 

yang tidak terlaksanakan dengan baik, seperti terlambat membayar angsuran 

karena adanya suatu kendala yang disengaja maupun tidak disengaja.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Santoso  selaku Nasabah 

Bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur 

mengatakan bahwa ingin membeli suatu barang pertanian berupa  pupuk 

namun tidak memiliki dana yang cukup untuk membelinya, maka dari itu 

mengajukan pembiayaan di BMT El-Hidayah. Kemudian timbul permasalahan 

dalam proses pengangsurannya disebabkan oleh timbulnya biaya-biaya yang 

tak terduga dalam ekonomi keluarga,maka dari itu hasil pertanian dengan 

sengaja di gunakan untuk menutupi kebutuhan perekonomianya tersebut. oleh 

sebab itu tidak dapat memenuhi kewajiban  lebih dari 4 bulan. Maka BMT El-

Hidayah memberi sanksi denda per Rp. 1.000.000 dikenakan Rp. 50.000 

sampai mampu untuk melunasi tanggungan. Kemudian sanksi yang diberikan 

diatas sudah disampaikan pada akad sesuai dengan perjanjian yang 

disepakati80. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sartono selaku nasabah 

bermasalah BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur 

berkata bahwa ingin membeli suatu barang untuk usaha yang berupa etalase 

untuk berjualan makanan namun tidak memiliki dana yang cukup untuk 

membelinya, maka dari itu mengajukan pembiayaan di BMT El-Hidayah 

Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur. Kemudian timbul permasalahan 

dalam proses pengangsurannya disebabkan karena ditengah proses 

pengangsurany bapak sartono miliki cicilan  di instansi lain, karena lebih 
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mengutamakan membayar cicilan di instansi  lain dan dengan sengaja  tidak 

memenuhi kewajiban di BMT El-Hidayah lebih dari 4 bulan maka dari itu 

BMT El-Hidayah memberi sanksi denda,sampai mampu untuk melanjutkan  

pembayaran  kewajibany kembali. sanksi yang diberikan diatas sudah sesuai 

dengan akad perjanjian yang disepakati 81. 

C. Sanksi Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El-Hidayah 

Batanghari Nuban Lampung Timur dalam Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah 

Sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang 

melakukan pelanggaran hukum yang berlaku, sedangkan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sanksi merupakan  tanggungan (tindakan, 

hukuman, dan sebagainya) unuk memaksa seseorang menepati perjanjian82. 

Dari kasus diatas, menurut peneliti dapat dikatakan sebagai 

pembiayaan bermasalah karena adaanya kewajiban nasabah yang tidak 

terpenuhi tepat pada waktuya, keadaan ini dapat disebut sebagai wanpersatsi  

atau ingkar janji. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang 

Akad pasal 36 dijelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, 

apabila karena kesalahannya: 

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan. 

c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat. 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan83. 

                                                           
81Wawancara dengan Bapak Santoso selaku nasabah pembiayaan nasabah 

bermaasalhan di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur pada 

tanggal 27 Januari 2018 
82 http://kbbi.web.id/sanksi  diunduh pada tanggal 17 Desember 2018  

83 Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 26 

http://kbbi.web.id/sanksi


Jadi pada intinya pembiayaan bermasalah adalah dimana seorang 

nasabah  mengingkari janji mereka membayar angsuran yang telah jatuh tempo 

sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran maka 

timbulah pembiayaan. 

Timbulnya kasus di atas bahwa pihak BMT El-Hidayah mengadakan 

pinjaman dibawah 2 juta tidak menggunakan jaminan. Oleh sebab itu,  dampak 

yang  terjadi nasabah berpeluang besar untuk tidak memenuhi tanggungan atau 

kewajibannya untuk membayar angsuran. Padahal DSN MUI No.4 Tahun 2000 

telah menganjurkan Bank untuk meminta nasabah untuk menyediakan 

jaminan.  

Mengenai jenis sanksinya telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah pasal 38, bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar 

janji dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut: 

a. Membayar ganti rugi 

b. Pembatalan akad 

c. Peralihan resiko 

d. Denda, dan/atau 

e. Membayar biaya perkara.84 

 

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah BMT El-Hidayah 

Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur menggunakan sanksi denda. 

Pihak BMT tidak serta merta memberikan sanksi denda melainakan ada 

tahapan-tahapan yang harus dilakukuan terlebih dahulu: 

1. Petugas BMT bersilaturahmi ke kediaman nasabah untuk bernegosiasi (asas 

kekeluargaan) untuk menanyakan kesanggupan membayar. 
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2. Apabila tetap tidak melakukan pembayaran tanpa adanya alasan yang 

diperbolehkan maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan kepada 

nasabah yang bersangkutan yaitu mulai dari SP 1 – 3,  jangka waktunya 

fleksibel (sesuai keadaan nasabah), adapun jumlah nasabah BMT El-

Hidayah yang mendapat surat peringata berjumlah 17 orang (kolektibilitas 

kurang lancar) 

3. Selanjutnya bila tetap tidak melakukan pembayaran /tidak adanya iktikad 

baik maka pihak BMT El-Hidayah akan melakukan tindakan dengan cara 

mengenakan denda kepada nasabah yaitu per Rp. 1000.000 dikenakan 

denda sebesar Rp. 50.000 sampai nasabah mampu memenuhi 

kewajibannya. Adapun nasabah BMT El-Hidayah yang mendapat sanksi 

denda berjumlah 8 orang (kolektibilitas diragukan) 

4. Apabila terdapat nasabah yang sudah tidak mampu untuk melanjutkan 

angsuran, maka pihak BMT akan menarik barang jaminan oleh nasabah dan 

menjual barang tersebut sebagai pelunas pinjaman.  Jika uangnya tersisa 

maka akan dikembalikan kepada nasabah. Adapun jumlah nasabah BMT 

El-Hidayah yang macet berjumlah 2 orang (kolektibilitas macet) 

Menurut peneliti bahwa Sebenarnya BMT El-Hidayah sebelum 

memberikan sanksi kepada nasabahnya, BMT bernegosiasi terlebih dahulu 

dengan nasabah, karena BMT mengutamana asas kekeluargaan. Jika nasabah 

tetap tidak berubah kemudian BMT El-Hidayah memberikan denda akibat dari 

kelalaian nasabah dalam membayar angsuran dengan maksud untuk memberi 



hukuman yang bertujuan memberi efek jera kepada nasabah agar tidak 

mengulang perbuatan itu kembali. 

BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur 

menggunakan konsep sanksi denda, hal ini diperbolehkan dalam Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah pasal 38 ayat 485, bertujuan agar memerikan efek jera 

terhadap nasabah yang melakukan penundaan dalam pembayaran tanpa adanya 

unsur/alasan yang dibenarkan oleh ketentuan islam agar tidak mengulangi 

perbuatan tersebut kembali. Selanjutnya kaitannya dengan pengalokasian uang 

denda finansial dimasukkan kedalam pendapatan BMT.  

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 17/DSN-

MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda-nunda 

pembayaran menyebutkan bahwa : 

g. Sanksi yang disebutkan dalam fatwa ini adalah sanksi yang dilaksanakan 

LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda 

pembayaran dengan sengaja. 

h. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur 

tidak boleh dikenakan sanksi. 

i. Nasabah yang mampu dan menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak 

mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya boleh 

dikenakan sanksi. 

j. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih 

disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 

k. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas 

dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 

l. Dana yang berasal dari denda diperuntuhkan sebagai dana sosial.86 
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Timbulnya pembiayaan bermasalah karena adanya kewajiban nasabah 

yang tidak terlaksanakan dengan baik, seperti terlambat membayar angsuran 

karena adanya suatu kendala yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh 

sebab itu, BMT El-Hidayah memberikan sanksi bagi nasabah yang lalai yang 

bertujuan untuk memperkecil timbulnya pembiayaan bermasalah. Terdapat 

pengecualian bagi nasabah yang mengalami kendala pembayaran tanpa 

disengaja karena adanya faktor diluar kendali nasabah. Namun perlu diketahui 

bahwa dalam Fatwa DSN-MUI menganjurkan agar tidak terjatuh pada riba, 

maka sanksi denda selayaknya dialokasikan kedalam dana sosial agar dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. 

Apabila sudah tidak mampu membayar seperti yang terjadi pada Ibu 

Sukati maka lembaga keuangan syariah / BMT maka BMT akan melakukan 

eksekusi barang jaminan, barang tersebut akan dilelang sesuai Pasal 12987. 

Menurut peneliti berdasarkan Sanksi pembiayaan murabahah bagi 

nasabah yang bermasalah di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban 

Lampung Timur berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah telah sesuai. 

BMT El-Hidayah memberikan sanksi denda bagi nasabah yang mampu 

namun menunda pembayaran. Pemberian sanksi tersebut telah melalui 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) melakukan pendekatan berdasarkan asas 

kekeluargaan, 2) memberikan surat peringatan secara fleksibel sesuai dengan 

kondisi kemampuan nasabah, 3) pemberian denda bagi nasabah yang tidak 

                                                           
87 Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 49 



beriktikad baik, 4) penariakan jaminan bagi nasabah yang tidak mampu untuk 

melanjutkan pembayaran. 

Penerapan sanksi denda di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari 

Nuban Lampung Timur bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah 

agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. 

Sanksi denda tersebut sebatas Ta’zir (hukuman) agar nasabah lebih disiplin 

dalam melaksanakan kewajibannya. perihal tersebut telah sesuai dengan Fatwa 

DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

  



BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka dapat dirumuskan 

kesimpulan sebagai berikut :  

Sanksi pembiayaan murabahah bagi nasabah yang bermasalah di 

BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari Nuban Lampung Timur berdasarkan 

tinjauan hukum ekonomi syariah telah sesuai.BMT El-Hidayah memberikan 

sanksi denda bagi nasabah yang mampu namun menunda pembayaran. 

Pemberian sanksi tersebut telah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) 

melakukan pendekatan berdasarkan asas kekeluargaan, 2) memberikan surat 

peringatan secara fleksibel sesuai dengan kondisi kemampuan nasabah, 3) 

pemberian denda bagi nasabah yang tidak beriktikad baik, 4) penariakan 

jaminan bagi nasabah yang tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran. 

Penerapan sanksi denda di BMT El-Hidayah Purwosari Batanghari 

Nuban Lampung Timur bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah 

agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. 

Sanksi denda tersebut sebatas Ta’zir (hukuman) agar nasabah lebih disiplin 

dalam melaksanakan kewajibannya. perihal tersebut telah sesuai dengan 

Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 dan Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah. 

  



 

B. SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perlu kiranya peneliti 

memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan judul skripsi 

di atas yaitu: 

1. Dalam penyelesaian permasalahan BMT El-Hidayah agar tetap 

mempertahankan hubungan baik dengan anggota/anasabah dengan cara 

bernegosiasi/ bermusyawarah untuk mencari solusi yang terbaik. 

2. Tidak semua keterlambatan itu bisa dikenakan denda, karena denda bisa 

dikenakan hanya untuk nasabah mampu tetapi lalai, sehingga dari pihak BMT 

El-Hidayah sendiri harus  benar-benar mengetahui perekonomian dan kondisi 

nasabah yang telambat melakukan pembayaran. 

  



DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hdeve, 

2003.  

 Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, 

Jakarta: Darul Haq, 2004.  

Abdullah Lam bin Ibrahim, Fiqih Finansial Referensi Lengkap Kaum Hartawan 

dan Calon Hartawan Muslim untuk Mengelola Hartanya Agar Menjadi 

Berkah, Surakarta: Era Intermedia, 2005. 

Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, 

Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.  

Ahmad Hasan Ridwan, Managemen Baitul Mal Wa Tamwil, Bandung: Pustaka 

Setia,2013. 

Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di 

Indonesia Cet-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. 

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. 

Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. 

Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010. 

Boedi Abdullah. Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam 

Muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.  

Departemen Agama RI,  diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah 

Al-Quran.  

Dewan Syarian Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Jakarta: 

Erlangga, 2014.  

Eni Nuryani, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Kasus Pembiayaan 

Musyarakah BMT Adzkiya’  Metro, kripsi Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi 

Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2015.  

Enizar, Hadis Ekonomi Cet Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013. 



Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di 

Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.  

Fatmawati Maryan Ali, Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah 

Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Metro Madani Kota 

Metro Tahun 2014, Skripsi Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi Islam Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2014.  

Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2009.  

Ibnu Hajar Al-‘Asqalani,Terjemah Bulughul Maram, diterjemahkan oleh Abu Firly 

Bassam Taqiy, dari judul asli Bulughul Maram, Jogjakarta: Hikam Pustaka, 

2013.  

Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, (Lampung, STAIN Jurai Siwo 

Metro Lampung, 2014.  

lexyJ, Meolong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2012.  

Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group, 2012.  

Muhamad, Sistem Bagi Hasil Dan Pricing Bank Syarih, Yogyakarta: UII Press 

Yogyakarta, 2016.  

Muhammad Fuad Abdul Baqi, Mutiara Hadits Sahih Bukhari Muslim, 

diterjemahkan oleh Muhammad Suhadi dan Anas Habibi, dari judil asli Al-

lu’lu wa al-marjanu fima ittafaqa’alayhi asy-syaykhani al-bukhariyyu wa 

muslimun, Jakarta: Ummul Qura, 2012.  

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema 

Insani, 2001.  

Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-

Disertasi, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011. 

Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan 

Praktis Edisi Ke-I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.  

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah edisi revisi, P3M STAIN Jurai Siwo Metro, 

2016.  



Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syari’ah. Jakarta: Kencana, 2006. 

Rasyid Akbar Suryawan, Analisis Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada 

Nasabah Tahun 2014 Di BMT Surya Melati Way Jepara, Skripsi Jurusan 

Syari’ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai 

Siwo Metro, 2016.  

Shobirin, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa 

Tamwil (BMT)”, dalam http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2, diunduh 

pada tanggal 16 Oktober 2017. 

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, cet ke-6, Bandung: Alfabeta, 2010.  

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: 

Alfabeta, 2016.  

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, 

Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.  

Sumadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2014.  

Suraya Murcitaningrum, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Edisi 

Revisi,Bandar Lampung: Ta’lim Press, 2013.  

Terjemah Hadits Shahih Bukhari I-IV, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy- 

Fachruddin Hs- Nashuruddin Thaha- Johar Arifin- Rahaman Zainuddin,  

Jakarta: Widiaya, 1992. 

Trisadini, P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013.  

Wawancara dengan Bapak Budi Santoso dan Bapak Sartono selaku anggota 

bermasalah BMT El-Hidayah Purwosari Bantanghari Nuban Lmpung 

Timur Pada Tanggal 12 April 2017.  

Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni selaku Manager dan Bp. Purnomo selaku Staff 

Pembiayaan  di BMT El-Hidayah Purwosari Bantanghari Nuban Lmpung 

Timur Pada Tanggal 11 April 2017.  

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


